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ABSTRAKSI 

Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui posisi atau kedudukan bagi  

lembaga negara independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan 

teori kelembagaan negara pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/ 

2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

conceptual approach untuk mendapatkan konsep lembaga negara dan case 

approach terkait putusan MK. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002  tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi bisa dikatakan sebagai lembaga negara yang bersifat independen .Namun 

pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menafsirkan KPK bagian dari cabang 

kekuasaan eksektuif dan dapat menjadi objek hak angket DPR hal ini tertuang pada 

Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Sehingga perlu diperjelas kembali karena 

doktrin trias politica sendiri tidak relevan dengan kondisi ketatanegaraan modern. 

Dinamisasi ketatanegaraan modern memunculkan teori kelembagaan negara yaitu 

organ penunjang negara (auxiliary state organs) dan dalam teori kelembagaan lain 

yang dipaparkan oleh Yves dan Andrew Knapp  mengenai Komisi Negara 

Independen di Amerika Serikat yang dikenal dengan teori “the fourth branch of the 

government” yang mana apabila dikaitkan dengan KPK sangat ideal untuk 

independensi lembaga negara antirasuah dengan tidak berada pada ketiga cabang 

kontemporer agar tidak cenderung pada nuansa politis. 
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